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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan work life balance dalam 

mencapai kepuasan kerja pegawai pada Biro Keuangan, Sumber Daya Manusia, 

dan Umum di Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat 

Republik Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik 

pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa penerapan work life balance belum sepenuhnya 

optimal karena tingginya beban kerja, keterbatasan sumber daya manusia, serta 

tuntutan penyelesaian pekerjaan yang menyebabkan pegawai sering bekerja 

melebihi jam kerja. Meskipun demikian, dukungan rekan kerja, fleksibilitas dalam 

penyelesaian tugas, dan kemampuan pegawai dalam mengatur prioritas membantu 

menjaga keseimbangan antara kehidupan kerja dan kehidupan pribadi. Penerapan 

work life balance yang baik berkontribusi terhadap meningkatnya kepuasan kerja 

melalui terciptanya kenyamanan kerja, motivasi, komitmen, dan produktivitas 

pegawai. Oleh karena itu, organisasi perlu memperkuat kebijakan yang mendukung 

keseimbangan kehidupan kerja agar kepuasan kerja pegawai dapat meningkat 

secara berkelanjutan.  

Kata Kunci: Work Life Balance, Kepuasan Kerja, Pegawai, Manajemen Sumber 

Daya Manusia, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat. 
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ABSTRACT 

This study aims to analyze the implementation of work-life balance in achieving 

employee job satisfaction at the Bureau of Finance, Human Resources, and General 

Affairs of the Coordinating Ministry for Community Empowerment of the Republic 

of Indonesia. A qualitative approach was employed using observation, interviews, 

and documentation as data collection techniques. The findings indicate that work-

life balance has not been fully achieved due to high workloads, limited human 

resources, and demanding job responsibilities requiring employees to work beyond 

official working hours. Nevertheless, support from colleagues, flexibility in 

completing tasks, and employees' ability to prioritize responsibilities help maintain 

a balance between work and personal life. Effective work-life balance contributes 

to higher job satisfaction by improving comfort, motivation, commitment, and 

employee productivity. Therefore, the organization should strengthen policies that 

support work-life balance to sustainably enhance employee job satisfaction.  

Keywords: Work-Life Balance, Job Satisfaction, Employees, Human Resource 

Management, Coordinating Ministry for Community Empowerment. 
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BAB I 

PERMASALAHAN PENELITIAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Sumber daya manusia (SDM) merupakan komponen yang sangat 

penting dalam setiap organisasi, baik yang berada di lingkungan swasta 

maupun instansi pemerintahan (Vanderson et al., 2024). Keberadaan SDM 

memiliki peran strategis sebagai penggerak utama seluruh aktivitas 

organisasi. Pencapaian tujuan organisasi serta terlaksananya setiap fungsi 

organisasi sangat bergantung pada kualitas SDM yang dimiliki, karena 

pegawai berperan langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga 

evaluasi setiap kegiatan organisasi (Rivai, 2020). Dalam lingkungan 

pemerintahan, peran tersebut memiliki arti yang semakin penting karena 

pegawai terlibat secara langsung dalam pelaksanaan kebijakan publik, 

pengelolaan administrasi, serta penyelenggaraan pelayanan kepada internal 

instansi maupun masyarakat.  

Dengan demikian, keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan 

sangat ditentukan oleh kinerja pegawai sebagai aset strategis yang perlu 

dikelola dan dikembangkan secara berkesinambungan guna mewujudkan 

tata kelola pemerintahan yang efektif serta akuntabel. Kinerja pegawai tidak 

semata-mata dipengaruhi oleh kompetensi teknis dan tingkat 

profesionalisme, tetapi juga oleh kondisi psikologis serta kemampuan 

dalam menjaga keseimbangan antara kehidupan pekerjaan dan kehidupan 

pribadi. Seiring perkembangan organisasi modern, perhatian terhadap 

kesejahteraan pegawai semakin menjadi aspek yang penting karena 

memiliki hubungan yang erat dengan kepuasan kerja, produktivitas, serta 

keberlangsungan kinerja organisasi. Oleh sebab itu, salah satu tantangan 

yang dihadapi organisasi adalah menciptakan keseimbangan antara tuntutan 

pekerjaan dan kehidupan pribadi pegawai (work life balance) tanpa 
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mengurangi tingkat produktivitas maupun kesejahteraan dalam bekerja 

(Rahmawati et al., 2022).  

Konsep work life balance menekankan kemampuan individu dalam 

mengatur tanggung jawab pekerjaan dengan kebutuhan pribadi, keluarga, 

serta kehidupan sosial secara harmonis. Ketidakseimbangan antara kedua 

aspek tersebut berpotensi menimbulkan stres kerja, kelelahan emosional, 

penurunan motivasi, hingga rendahnya kepuasan kerja bagi setiap pegawai. 

Sebaliknya, penerapan work life balance yang baik mampu meningkatkan 

kenyamanan bekerja, loyalitas, serta kinerja pegawai dalam organisasi. 

Dhanya & Kinslin (2017) mendefinisikan work life balance sebagai 

kemampuan menentukan prioritas yang tepat antara karier dan kehidupan 

pribadi. Sementara itu, Yosua Wijaya (2020) memandangnya sebagai 

tingkat kepuasan individu dalam menjalankan peran ganda, khususnya 

ketika tuntutan pekerjaan seperti kerja penuh waktu atau lembur 

mengurangi waktu bersama keluarga. Selain dapat menekan konflik 

pekerjaan, penerapan work life balance juga meningkatkan kualitas hidup 

secara mental dan fisik, memperkuat komitmen kerja, serta menurunkan 

tingkat turnover pegawai (Alegre & Pasamar, 2018). Oleh sebab itu 

organisasi dianjurkan dapat menerapkan kebijakan yang mendukung work 

life balance sebagai strategi peningkatan kepuasan kerja, mengingat pekerja 

juga memiliki tanggung jawab di luar lingkungan kerja (Rondonuwu et al., 

2018). 

Kepuasan kerja memegang peranan penting dalam menentukan 

keberhasilan aktivitas kerja, karena pegawai yang merasa puas cenderung 

memiliki kondisi psikologis yang lebih baik serta memberikan kontribusi 

positif bagi organisasi (Liona & Yurniardi, 2020). Dengan demikian, 

perhatian terhadap kesejahteraan pegawai menjadi langkah penting untuk 

mendorong kepuasan kerja yang tinggi sekaligus meningkatkan semangat 

kerja. Aryo & Handoyo (2020) menyatakan bahwa dalam konteks budaya 

Indonesia, keluarga sering kali menjadi prioritas utama meskipun tuntutan 
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pekerjaan tinggi. Sejalan dengan itu, Rodhiyatu (2020) menjelaskan bahwa 

ketidakseimbangan antara kehidupan kerja dan pribadi dapat berdampak 

negatif terhadap kondisi emosional maupun kinerja pegawai. Beban kerja 

yang berlebihan berpotensi menurunkan produktivitas sekaligus 

mengganggu kesehatan mental. Di sisi lain, setiap pegawai memiliki tujuan 

pribadi yang berbeda selain tujuan organisasi. Setiap organisasi perlu 

memperhatikan kebutuhan para pegawainya agar kebutuhan tersebut dapat 

terpenuhi dan menimbulkan kepuasan dalam bekerja. Pada dasarnya, 

kepuasan kerja bersifat personal karena setiap individu memiliki tingkat 

kepuasan yang berbeda, sesuai dengan nilai dan pandangan yang ada dalam 

dirinya masing-masing (Bukit et al., 2017). 

Kepuasan kerja memiliki peran penting dalam menentukan 

keberhasilan aktivitas kerja, karena pegawai yang merasa puas cenderung 

menunjukkan kondisi psikologis yang lebih stabil serta mampu memberikan 

kontribusi yang optimal bagi organisasi. Oleh karena itu upaya dalam 

meningkatkan kepuasan kerja perlu menjadi perhatian utama dalam 

pengelolaan sumber daya manusia. Salah satu faktor yang dapat mendukung 

terciptanya kepuasan kerja adalah penerapan work life balance yang baik. 

Work life balance memungkinkan pegawai untuk mengelola waktu dan 

energi secara seimbang antara tuntutan pekerjaan dan kehidupan pribadi, 

sehingga dapat mengurangi tingkat stres serta meningkatkan kenyamanan 

dalam bekerja. Dengan adanya keseimbangan tersebut, pegawai akan lebih 

mampu menjalankan perannya secara efektif, memiliki motivasi kerja yang 

lebih tinggi, serta merasakan kepuasan terhadap pekerjaan yang dijalani. 

Dengan ini, penerapan work life balance ini menjadi aspek penting yang 

berkontribusi dalam meningkatkan kepuasan kerja pegawai. 

Kementerian ini memiliki peran penting dalam mengoordinasikan 

berbagai kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat. 

Dalam pelaksanaannya Kemenko PM bertugas untuk menyelaraskan 

program antar kementerian dan lembaga, memastikan kebijakan berjalan 
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sesuai rencana, serta menjaga agar pelaksanaan program tetap terarah dan 

saling mendukung. Keberadaan Kemenko PM diharapkan dapat 

meningkatkan sinergi antar kebijakan pemerintah, sehingga program 

pemberdayaan masyarakat dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. 

Dengan koordinasi yang baik, diharapkan hasil dari setiap program dapat 

memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Keberadaan serta 

penguatan struktur organisasi Kemenko PM juga didukung oleh Peraturan 

Menteri Koordinator Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja kementerian yang menjadi dasar operasional pelaksanaan tugas dan 

fungsi kelembagaan, Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang 

Pemberdayaan Masyarakat Nomor 1 Tahun 2024 pada Bab III Pasal 6. 

Struktur Organisasi Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan 

Masyarakat terdiri sebagai berikut. 

 

Gambar 1. 1 Bagan Struktur Organisasi Kementerian Koordinator 

Bidang 

Pemberdayaan Masyarakat RI 

 

  Sumber: Data SDM Kepegawaian Kemenko PM. 

 

Biro Keuangan, Sumber Daya Manusia, dan Umum pada 

Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik 

Indonesia memiliki peran yang strategis dalam menunjang pelaksanaan 
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tugas dan fungsi kementerian. Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator 

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nomor 1 Tahun 2024 Bab IV Pasal 26, 

biro tersebut bertanggung jawab untuk melaksanakan koordinasi, fasilitasi, 

serta pengelolaan pada berbagai bidang. Ruang lingkup tugas yang 

dijalankan meliputi pengelolaan keuangan, pengembangan serta 

pengelolaan sumber daya manusia, penyelenggaraan administrasi 

ketatausahaan, pelaksanaan keprotokolan, pengelolaan urusan 

kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik negara/kekayaan negara, 

pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, serta pengelolaan kearsipan dan 

persuratan di lingkungan Kementerian Koordinator. Dalam menjalankan 

tanggung jawab tersebut, Pasal 27 pada peraturan yang sama menegaskan 

bahwa Biro Keuangan, Sumber Daya Manusia, dan Umum melaksanakan 

fungsi-fungsi utama yang meliputi: 

1. Pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan serta penyusunan 

laporan keuangan secara akuntabel; 

2. Perencanaan, pengadaan, pengembangan, dan pengelolaan sumber 

daya manusia yang profesional;  

3. Koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan administrasi ketatausahaan 

pimpinan secara efektif;  

4. Koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan urusan keprotokolan yang 

sesuai standar; 

5. Pengelolaan urusan rumah tangga untuk mendukung kelancaran 

operasional kementerian; 

6. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara secara transparan dan 

tertib administrasi; 

7. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang efisien, transparan, dan 

sesuai regulasi; serta  

8. Pengelolaan kearsipan dan persuratan yang tertib dan sistematis.  

Dengan menjalankan fungsi-fungsi tersebut, Biro KSU Kemenko PM 

memainkan peran strategis dalam memperkuat tata kelola internal 
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kelembagaan dan mendukung terwujudunya sinergi pemberdayaan 

masyarakat yang efektif dan berkelanjutan. Pengaturan mengenai hari dan 

jam kerja bagi instansi pemerintah mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 

21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah serta 

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang berlaku bagi instansi pemerintah pusat 

maupun daerah. Dalam peraturan tersebut ditetapkan bahwa hari kerja 

berlangsung selama lima hari dalam satu minggu, yaitu Senin hingga Jumat, 

dengan total akumulasi jam kerja sebesar 37 jam 30 menit per minggu di 

luar waktu istirahat. Adapun pada bulan Ramadan, ketentuan jam kerja 

mengalami penyesuaian menjadi lebih singkat, yaitu sebanyak 32 jam 30 

menit per minggu di luar waktu istirahat, sebagai bentuk perhatian terhadap 

kondisi fisik dan kebutuhan ibadah pegawai. Ketentuan ini menunjukkan 

bahwa instansi pemerintah tidak hanya menekankan produktivitas kerja, 

tetapi juga mempertimbangkan aspek kesehatan, kesejahteraan, serta 

keseimbangan antara kehidupan kerja dan kehidupan pribadi pegawai. 

Beban kerja yang berlebihan tanpa pengaturan waktu yang proporsional 

berpotensi menimbulkan kelelahan, gangguan kesehatan, serta penurunan 

kinerja, sehingga pengelolaan waktu kerja menjadi aspek penting dalam 

penyelenggaraan organisasi pemerintahan yang profesional. 

Secara operasional pengaturan jam kerja di lingkungan kementerian 

telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Pada hari Senin hingga Kamis, jam kerja dimulai pukul 07.30 

hingga 12.00, kemudian dilanjutkan dengan waktu istirahat pukul 12.00 

sampai 13.00, dan kegiatan kerja kembali berlangsung pukul 13.00 hingga 

16.00. Sementara itu, pada hari Jumat jam kerja dimulai lebih awal, yaitu 

pukul 07.00 hingga 11.30, diikuti waktu istirahat pukul 11.30 sampai 13.00, 

kemudian dilanjutkan kembali pukul 13.00 hingga 16.00 WIB. Dengan 

pengaturan tersebut, total akumulasi jam kerja selama lima hari kerja telah 

memenuhi ketentuan 37 jam 30 menit per minggu sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Presiden. Pengelolaan jam kerja yang terstruktur ini diharapkan 
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mampu mendukung efektivitas pelaksanaan tugas, menjaga kedisiplinan 

pegawai, serta menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan 

berkelanjutan dalam mendukung pelaksanaan fungsi Kementerian 

Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Meskipun ketentuan 

mengenai hari dan jam kerja telah diatur secara jelas, dalam pelaksanaannya 

pegawai pada Biro Keuangan, SDM dan Umum masih menghadapi tuntutan 

pekerjaan yang cukup tinggi. Berdasarkan hasil observasi peneliti selama 

pelaksanaan penelitian, pada periode tertentu aktivitas pekerjaan masih 

berlangsung setelah jam kerja berakhir. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh 

banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan dalam waktu bersamaan, 

adanya permintaan pekerjaan yang bersifat mendesak, serta karakteristik 

biro yang menjadi unit pendukung seluruh kegiatan kementerian. Situasi 

tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pekerjaan di lapangan tidak 

selalu berjalan sesuai dengan waktu kerja yang telah ditetapkan sehingga 

keseimbangan antara kehidupan kerja dan kehidupan pribadi menjadi isu 

yang penting untuk dikaji. 

 

Gambar 1.2 Kondisi Ruang Kerja Setelah Jam Kerja Berakhir 

 

Sumber: Peneliti 2026 
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Hasil observasi tersebut menunjukkan bahwa sebagian pegawai masih 

menyelesaikan pekerjaan administratif maupun koordinasi pekerjaan 

setelah pukul 16.00 WIB. Aktivitas tersebut tidak hanya terjadi pada kondisi 

tertentu, tetapi juga ditemukan ketika terdapat penyelesaian laporan, 

kegiatan pimpinan, maupun pekerjaan yang memiliki batas waktu 

penyelesaian yang singkat. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa beban 

pekerjaan yang diterima pegawai berpotensi mengurangi waktu yang 

seharusnya dapat digunakan untuk kebutuhan pribadi maupun keluarga 

sehingga penerapan work life balance menjadi penting dalam mendukung 

kepuasan kerja pegawai. Namun demikian dalam praktiknya baik pegawai 

ASN maupun non-ASN, khususnya di Biro Keuangan, SDM, dan Umum, 

sering kali bekerja melebihi jam kerja yang telah ditetapkan. Akumulasi jam 

kerja harian maupun mingguan kerap melampaui batas normal. Berdasarkan 

hasil wawancara dengan pegawai di Kementerian Koordinator Bidang 

Pemberdayaan Masyarakat, kondisi ini terutama disebabkan oleh besarnya 

beban kerja, keterbatasan jumlah sumber daya manusia, serta tingginya 

tuntutan penyelesaian pekerjaan pada periode tertentu, sehingga pegawai 

melakukan lembur untuk memastikan seluruh tugas terselesaikan tepat 

waktu.  

Beban kerja yang tinggi tersebut dapat berdampak pada terbatasnya 

kemampuan pegawai dalam menjaga keseimbangan antara kehidupan 

pekerjaan dan kehidupan pribadi. Salah satu faktor yang melatarbelakangi 

kondisi ini adalah belum terpenuhinya kebutuhan sumber daya manusia di 

kemenko PM, khususnya pada Biro Keuangan, SDM, dan Umum di 

lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat 

Republik Indonesia. Kekurangan jumlah pegawai pada beberapa jabatan 

ASN menyebabkan distribusi pekerjaan menjadi tidak merata sekaligus 

meningkatkan tekanan kerja yang dirasakan pegawai. Meskipun berbagai 

kebijakan terkait pentingnya keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan 

pribadi telah dirumuskan, penerapannya di lingkungan birokrasi pemerintah 
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pusat masih menghadapi berbagai kendala, seperti budaya kerja yang 

menuntut, tingginya beban administratif, serta tuntutan pelayanan publik 

yang berlangsung secara berkelanjutan. Situasi ini menunjukkan adanya 

kesenjangan antara kebijakan formal yang ditetapkan dengan realitas yang 

dialami pegawai dalam keseharian mereka.  

Dalam hasil pengamatan peneliti dengan keadaan realitanya terlihat 

bahwa sebagian besar pegawai pada Biro Keuangan, SDM, dan Umum di 

Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat masih berada 

di kantor meskipun jam kerja resmi telah berakhir pada pukul 16.00 WIB. 

Situasi ini dipengaruhi oleh tuntutan penyelesaian pekerjaan yang cukup 

tinggi serta budaya kerja yang telah terbentuk di lingkungan biro tersebut. 

Berdasarkan hasil observasi peneliti pelaksanaan pekerjaan di lingkungan 

Biro Keuangan, SDM dan Umum berlangsung secara dinamis. Pegawai 

tidak hanya melaksanakan tugas sesuai jabatan masing-masing, tetapi juga 

saling membantu penyelesaian pekerjaan ketika terdapat kegiatan 

kementerian yang membutuhkan dukungan bersama. Pada periode tertentu, 

terutama menjelang pelaksanaan kegiatan kementerian maupun penyusunan 

laporan, intensitas pekerjaan meningkat sehingga pegawai harus 

menyesuaikan prioritas pekerjaan agar seluruh target organisasi dapat 

tercapai. keadaan tersebut dapat mengurangi waktu istirahat serta aktivitas 

pribadi di luar pekerjaan. Selain itu karakteristik pekerjaan yang bersifat 

berulang, berdurasi panjang, dan perlu ketelitian dapat menimbulkan 

kelelahan fisik maupun mental.  

Sebagai Kementerian Koordinator yang baru dibentuk, sistem kerja 

digital pada Kementerian ini masih dalam tahap pengembangan, dan kondisi 

tersebut semakin terasa karena beberapa proses kerja masih dilakukan 

secara manual dan belum sepenuhnya didukung oleh sistem digital. 

Akibatnya, beban kerja terasa lebih berat dan memerlukan waktu 

penyelesaian yang lebih lama dibandingkan apabila proses kerja telah 

terotomatisasi dan terdigitalisasi. Dan juga tekanan pekerjaan biasanya 
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meningkat pada periode tertentu, terutama menjelang akhir bulan dan 

menjelang akhir tahun, ketika berbagai laporan serta kebutuhan administrasi 

harus diselesaikan secara bersamaan dalam batas waktu yang relatif singkat.   

Pada masa-masa tersebut lembur menjadi hal yang umum terjadi dan 

pegawai kerap menghabiskan waktu di kantor melebihi jam kerja yang telah 

ditetapkan sampai larut malam agar memastikan target pekerjaan dapat 

terpenuhi. Di sisi lain, tuntutan responsivitas dalam birokrasi modern turut 

memperbesar kemungkinan kaburnya batas antara kehidupan kerja dan 

kehidupan pribadi. Kemudahan akses komunikasi di luar jam kerja formal 

membuat pegawai tetap terhubung dengan pekerjaan kapan pun dibutuhkan. 

Jika berlangsung terus-menerus, kondisi ini berisiko memicu kelelahan 

kerja berkepanjangan yang pada akhirnya dapat memengaruhi tingkat 

kepuasan kerja serta kesejahteraan psikologis pegawai. Perhatian terhadap 

keseimbangan kehidupan kerja dan pribadi (work life balance) menjadi 

aspek yang semakin relevan dalam pengelolaan sumber daya manusia di 

sektor publik. Organisasi yang mampu menciptakan lingkungan kerja sehat, 

suportif, dan adaptif terhadap kebutuhan pegawai cenderung memiliki 

tingkat kepuasan kerja yang lebih tinggi serta risiko burnout yang lebih 

rendah. Oleh karena itu, penguatan kebijakan internal yang mendukung 

kesejahteraan pegawai menjadi langkah strategis untuk menjaga 

keberlanjutan kinerja organisasi secara keseluruhan. 

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Biro Keuangan, SDM dan Umum pada 

Tahun 2026 Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat 

RI. 

     

No 

 

 

 Biro 

Keuangan, 

SDM, dan 

Umum 

Jumlah Pegawai 

ASN Non ASN 

11 Orang 45 Orang 
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Jumlah 

 

 

76 Orang 

 

Sumber: Data SDM Kepegawaian Kemenko PM. 

Jumlah pegawai tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas pada 

Biro Keuangan, SDM dan Umum masih mengandalkan sumber daya 

manusia yang relatif terbatas apabila dibandingkan dengan luasnya lingkup 

tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan 

Masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian pegawai harus 

menangani beberapa pekerjaan dalam waktu yang bersamaan, terutama 

ketika terdapat kegiatan kementerian yang memerlukan dukungan 

administratif secara menyeluruh. Beban kerja yang tinggi tersebut belum 

sepenuhnya diimbangi dengan jumlah sumber daya manusia yang memadai. 

Meskipun Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat 

telah melakukan penambahan Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui proses 

seleksi dan mutasi yang aktif sepanjang tahun 2025, peningkatan jumlah 

pegawai masih berlangsung secara bertahap. Pada pertengahan tahun 2025 

jumlah ASN tercatat sekitar 60 orang dan meningkat menjadi 78 orang pada 

Februari 2026. Secara keseluruhan, jumlah pegawai Kementerian 

Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, baik ASN maupun non-

ASN, mencapai sekitar 300 orang. Namun demikian, jumlah tersebut masih 

berada di bawah kebutuhan ideal organisasi sehingga berpotensi 

meningkatkan beban kerja pegawai. Kondisi ini dapat memengaruhi 

kemampuan pegawai dalam menjaga keseimbangan antara kehidupan kerja 

dan kehidupan pribadi (work life balance), khususnya pada periode ketika 

tuntutan pekerjaan meningkat. 

Keberadaan pegawai non-ASN pada praktiknya turut menggantikan 

peran ASN yang seharusnya memiliki kapasitas lebih tinggi, baik pada 

jabatan pelaksana maupun jabatan fungsional. Kondisi ini terlihat dari 

masih adanya unit kerja yang hanya memiliki satu hingga dua ASN serta 
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belum didukung oleh jabatan fungsional yang memadai. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa formasi jabatan ASN di Kemenko PM belum terpenuhi 

secara optimal. Secara khusus pada Biro Keuangan, Sumber Daya Manusia, 

dan Umum, jumlah pegawai ASN hanya sebanyak 11 orang, sedangkan 

pegawai non-ASN mencapai 45 orang. Biro ini memiliki cakupan tugas 

yang luas dan berhubungan langsung dengan kegiatan internal organisasi, 

seperti pengelolaan anggaran, pelayanan administratif, serta dukungan 

operasional kementerian. Di sisi lain, berdasarkan pengamatan penulis, Biro 

SDM atau kepegawaian justru memiliki jumlah pegawai paling sedikit, baik 

dari pegawai ASN maupun non-ASN, meskipun perannya sangat strategis 

dalam mengelola administrasi dan manajemen kepegawaian di seluruh 

lingkungan kementerian. Keterbatasan sumber daya manusia tersebut 

berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan pembagian kerja, 

meningkatkan tekanan serta beban pekerjaan, dan memunculkan 

kecenderungan kerja berlebih yang dapat mengganggu keseimbangan 

kehidupan kerja dan pribadi (work life balance). Dampak lanjutan dari 

kondisi ini adalah dapat menurunnya tingkat kepuasan kerja pegawai secara 

keseluruhan.  

Oleh karena itu pemenuhan kebutuhan pegawai yang disertai 

distribusi sumber daya manusia yang lebih proporsional di lingkungan 

Kemenko PM, khususnya pada Biro Keuangan, SDM, dan Umum, menjadi 

langkah penting untuk mendukung efektivitas kinerja organisasi sekaligus 

mewujudkan work life balance yang optimal sehingga kepuasan kerja 

pegawai dapat tercapai secara berkelanjutan. Berdasarkan kondisi tersebut, 

dapat dipahami bahwa beban pekerjaan yang harus diselesaikan belum 

sepenuhnya sebanding dengan ketersediaan sumber daya manusia yang ada. 

Keterbatasan jumlah pegawai menyebabkan sebagian pegawai harus 

menangani lebih dari satu jenis pekerjaan sehingga waktu penyelesaian 

pekerjaan menjadi lebih panjang. Kondisi ini berpotensi mengurangi 

keseimbangan antara waktu kerja dan waktu pribadi pegawai. Selain itu 
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belum adanya kompensasi lembur bagi pegawai yang bekerja melebihi jam 

kerja juga menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi persepsi 

pegawai terhadap keseimbangan antara kontribusi pekerjaan yang diberikan 

dengan imbalan yang diterima. 

 

Diagram 1.1 Presensi Pegawai Biro Keuangan, SDM, dan Umum 

Kemenko Pemberdayaan Masyarakat tahun 2025. 

Sumber: Data SDM Kepegawaian Kemenko Pemberdayaan 

Masyarakat RI 

 

Berdasarkan diagram presensi pegawai ASN dan non-ASN di 

Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik 

Indonesia tahun 2025, terlihat bahwa jam pulang pegawai kerap melampaui 

batas jam kerja yang telah ditetapkan. Data menunjukkan bahwa sebanyak 

94,8% pegawai bekerja lebih dari delapan jam per hari atau melakukan 

lembur, sedangkan hanya 5,2% pegawai yang bekerja kurang dari atau tepat 

delapan jam sesuai ketentuan jam kerja. Pelaksanaan lembur tersebut cukup 

sering terjadi, terutama pada Biro Keuangan, Sumber Daya Manusia, dan 

Umum yang memiliki peran sebagai unit pendukung pelaksanaan tugas 

kementerian. Tingginya intensitas pekerjaan tersebut tidak hanya tercermin 

dari data presensi, tetapi juga diperkuat oleh hasil observasi peneliti selama 

melaksanakan kegiatan magang di lokasi penelitian. Pada beberapa 
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kesempatan, peneliti masih menjumpai aktivitas pekerjaan yang 

berlangsung setelah jam kerja berakhir karena pegawai harus 

menyelesaikan pekerjaan administratif, penyusunan laporan, maupun tugas 

yang bersifat mendesak. Temuan tersebut sejalan dengan hasil wawancara 

pra-penelitian, di mana beberapa pegawai menyampaikan bahwa lembur 

dilakukan ketika terdapat pekerjaan yang harus segera diselesaikan atau 

kegiatan kementerian yang memiliki batas waktu penyelesaian yang 

singkat.  

Kondisi tersebut juga masih ditemukan hingga tahun 2026 

berdasarkan dengan hasil wawancara yang menunjukkan bahwa sebagian 

pegawai masih harus bekerja melebihi jam kerja normal mereka atau bahkan 

hingga malam hari. Hal ini disebabkan oleh tingginya beban kerja, baik 

yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas substantif maupun dukungan 

manajemen internal, khususnya pada Biro Keuangan, Sumber Daya 

Manusia, dan Umum yang membawahi fungsi umum, rumah tangga, 

pengadaan, sumber daya manusia, keuangan, protokoler, serta tata usaha 

pimpinan. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa tingginya tuntutan 

pekerjaan berpotensi memengaruhi keseimbangan antara kehidupan kerja 

dan kehidupan pribadi pegawai, sehingga penerapan work life balance 

menjadi penting untuk dikaji dalam kaitannya dengan pencapaian kepuasan 

kerja. Terkait kompensasi lembur, Kemenko PM tidak memberikan uang 

lembur bagi pegawai ASN maupun non-ASN. Bagi pegawai ASN, 

kompensasi telah terintegrasi dalam komponen penghasilan berupa gaji 

pokok, tunjangan kinerja, uang makan, serta tunjangan jabatan bagi pejabat 

struktural. Sementara itu, pegawai non-ASN berstatus sebagai tenaga 

pengadaan jasa lainnya yang hak dan kewajibannya tercantum dalam Surat 

Perjanjian Kerja (SPK). Karena dalam kontrak tersebut tidak memuat 

ketentuan mengenai lembur, maka tidak terdapat pemberian uang lembur 

bagi pegawai non-ASN.  
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Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji hubungan antara work 

life balance dan kepuasan kerja pegawai. Salah satunya adalah penelitian 

yang dilakukan oleh Yuda Septiadi Hendra dan Free Dirga Dwatra (2024) 

yang berjudul “Pengaruh Work Life Balance terhadap Kepuasan Kerja pada 

Karyawan PT PLN (Persero) Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkitan 

Ombilin di Sawahlunto”, yang menunjukkan adanya hubungan positif dan 

signifikan antara work life balance dengan tingkat kepuasan kerja 

karyawan. Namun, penelitian tersebut belum menjelaskan secara mendalam 

bagaimana penerapan work life balance secara spesifik dapat berkontribusi 

terhadap peningkatan kepuasan kerja pegawai. Oleh karena itu, diperlukan 

penelitian lanjutan dengan pendekatan yang mampu memberikan 

pemahaman lebih komprehensif mengenai mekanisme serta peran work life 

balance dalam mencapai kepuasan kerja. Keterbatasan pada penelitian 

sebelumnya tersebut menjadi salah satu dasar bagi penulis untuk melakukan 

kajian serupa, dengan tujuan menguji kembali, memperkuat, sekaligus 

memperluas penjelasan terhadap temuan yang telah ada melalui sudut 

pandang yang lebih mendalam.  

B. Rumusan Permasalahan 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan 

permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan work life balance pada pegawai Biro 

Keuangan, Sumber Daya Manusia, dan Umum di Kementerian 

Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia? 

2. Bagaimana peran work life balance dalam mencapai kepuasan kerja 

pegawai pada Biro Keuangan, Sumber Daya Manusia, dan Umum di 

Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat 

Republik Indonesia? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan permasalahan tersebut, tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 
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1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis 

penerapan work life balance pada pegawai di Biro Keuangan, Sumber 

Daya Manusia, dan Umum Kementerian Koordinator Bidang 

Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia. 

2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran work life balance 

dalam mencapai kepuasan kerja pegawai pada Biro Keuangan, 

Sumber Daya Manusia, dan Umum di Kementerian Koordinator 

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap 

pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang 

manajemen sumber daya manusia yang berkaitan dengan work life 

balance serta kepuasan kerja pegawai. Di samping itu, penelitian ini 

juga diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian 

selanjutnya yang membahas topik sejenis. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sekaligus 

dampak positif bagi Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan 

Masyarakat Republik Indonesia, khususnya Biro Keuangan, SDM, 

dan Umum, sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan 

kebijakan maupun strategi yang mendukung terwujudnya work life 

balance sehingga mampu meningkatkan kepuasan kerja pegawai. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Penerapan Work Life 

Balance dalam Mencapai Kepuasan Kerja Pegawai pada Biro Keuangan, 

SDM, dan Umum di Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan 

Masyarakat Republik Indonesia, yang diperoleh melalui observasi, 

wawancara dengan lima orang informan kunci, serta studi dokumentasi, 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut. 

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan work life balance di 

lingkungan Biro Keuangan, SDM, dan Umum secara umum telah 

terlaksana dengan baik. Kondisi tersebut terlihat dari terpenuhinya tiga 

dimensi work life balance yang dikemukakan oleh McDonald dan 

Bradley (2005), yaitu time balance, involvement balance, dan 

satisfaction balance. Dari aspek keseimbangan waktu, pegawai pada 

umumnya mampu mengatur pembagian waktu antara pekerjaan dan 

kehidupan pribadi sesuai ketentuan jam kerja yang berlaku. Meskipun 

demikian, pada situasi tertentu masih terdapat pekerjaan yang harus 

diselesaikan di luar jam kerja, terutama ketika menghadapi target 

penyelesaian tugas atau pekerjaan yang bersifat mendesak. Dari aspek 

keseimbangan keterlibatan, pegawai tetap dapat menunjukkan tanggung 

jawab dan komitmen dalam melaksanakan pekerjaan tanpa 

mengesampingkan perannya dalam kehidupan di luar pekerjaan. 

Sementara itu, pada aspek keseimbangan kepuasan, sebagian besar 

pegawai merasakan kepuasan baik dalam kehidupan kerja maupun 

kehidupan pribadi. Kondisi tersebut didukung oleh lingkungan kerja 

yang kondusif, hubungan kerja yang harmonis, serta kesempatan untuk 

tetap meluangkan waktu bersama keluarga. 
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2. Tingkat kepuasan kerja pegawai di Biro Keuangan, SDM, dan Umum 

secara keseluruhan berada pada kondisi yang baik. Temuan ini sejalan 

dengan lima dimensi kepuasan kerja menurut Robbins dan Judge (2015), 

yaitu the work itself, pay, promotion, supervision, dan co-workers. 

Pegawai menilai bahwa pekerjaan yang dijalankan telah sesuai dengan 

tugas pokok dan fungsi masing-masing serta memberikan peluang untuk 

mengembangkan pengetahuan dan kompetensi. Dari sisi kompensasi, 

pegawai memandang bahwa sistem pemberian gaji telah dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kesempatan promosi juga dinilai 

tersedia melalui mekanisme yang telah ditetapkan organisasi. Selain itu, 

hubungan antara atasan dan bawahan berlangsung dengan baik melalui 

komunikasi yang terbuka, arahan yang jelas, serta dukungan dalam 

pelaksanaan pekerjaan. Hubungan antarrekan kerja juga terjalin secara 

harmonis sehingga menciptakan suasana kerja yang nyaman dan 

mendorong tercapainya tujuan organisasi. 

3. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan work life balance 

memberikan kontribusi positif terhadap terciptanya kepuasan kerja 

pegawai. Pegawai yang mampu menjaga keseimbangan antara tuntutan 

pekerjaan dan kehidupan pribadinya cenderung memiliki kondisi fisik 

maupun psikologis yang lebih baik, sehingga dapat melaksanakan tugas 

secara optimal dan merasakan kenyamanan dalam bekerja. Di sisi lain, 

meningkatnya beban kerja pada periode tertentu dapat memengaruhi 

keseimbangan waktu serta mengurangi kesempatan pegawai untuk 

memenuhi kebutuhan kehidupan pribadinya. Namun, kondisi tersebut 

dapat diminimalkan melalui kemampuan pegawai dalam mengatur 

prioritas pekerjaan, melakukan manajemen waktu secara efektif, serta 

adanya dukungan dari lingkungan kerja dan rekan kerja. Oleh karena itu, 

penerapan work life balance dapat dipandang sebagai salah satu faktor 

yang berperan dalam mendukung terwujudnya kepuasan kerja pegawai 
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pada Biro Keuangan, SDM, dan Umum di Kementerian Koordinator 

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia. 

B. Saran  

1. Biro Keuangan, SDM, dan Umum diharapkan dapat melakukan evaluasi 

distribusi beban kerja secara berkala, terutama pada periode pekerjaan 

yang memiliki intensitas tinggi, seperti penyusunan laporan, kegiatan 

pimpinan, maupun penyelesaian administrasi pada akhir bulan. Evaluasi 

tersebut dapat dilakukan melalui pemetaan beban kerja setiap unit 

sehingga pembagian tugas menjadi lebih proporsional dan tidak 

menimbulkan penumpukan pekerjaan pada pegawai tertentu. Langkah 

ini diharapkan dapat mengurangi pekerjaan yang harus diselesaikan di 

luar jam kerja serta mendukung terciptanya work life balance yang lebih 

baik. Selain itu, instansi diharapkan mengoptimalkan pemanfaatan 

sistem digital dalam proses administrasi kepegawaian dan persuratan 

sehingga pekerjaan yang masih dilakukan secara manual dapat 

diselesaikan dengan lebih efektif dan efisien. Optimalisasi tersebut 

diharapkan dapat mempercepat penyelesaian pekerjaan, mengurangi 

beban administratif, dan memberikan kesempatan bagi pegawai untuk 

memanfaatkan waktu kerja secara lebih optimal. Instansi juga 

diharapkan melakukan evaluasi kebutuhan sumber daya manusia pada 

unit yang memiliki beban kerja tinggi. Apabila diperlukan, penyesuaian 

jumlah pegawai atau redistribusi tugas dapat dilakukan agar 

pelaksanaan pekerjaan menjadi lebih seimbang dan tidak bergantung 

pada pegawai tertentu. 

2. Pegawai diharapkan terus meningkatkan kemampuan dalam 

menentukan prioritas pekerjaan, mengelola waktu secara efektif, dan 

membangun komunikasi yang baik dengan rekan kerja maupun atasan. 

Upaya tersebut dapat membantu penyelesaian pekerjaan sesuai target 

tanpa mengabaikan kebutuhan istirahat, kehidupan keluarga, maupun 
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aktivitas pribadi sehingga keseimbangan antara kehidupan kerja dan 

kehidupan pribadi tetap terjaga. 

3. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian 

mengenai work life balance pada instansi pemerintah lainnya atau 

membandingkan beberapa kementerian sehingga diperoleh gambaran 

yang lebih luas mengenai penerapan work life balance di sektor publik. 

Penelitian selanjutnya dapat mengkaji faktor lain, seperti beban kerja, 

gaya kepemimpinan, budaya organisasi, atau sistem kompensasi, yang 

berpotensi memengaruhi kepuasan kerja pegawai. 
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